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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR &! ‘TAHUN 2012

TENTANG

PENJARARAN TUGAS POKORK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIROTA PADANG,

Merumbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan

Dacrah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
sehagaimena telah diubsh dengan Peraturan Daerabh Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikola {entang Penjgbaran Tupgas Pokok dan Fungsi Ihnas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinst Sumatera Tengah (Lembaran Nepara Tahur 1956

Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokole-Polok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor o5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagmmana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

-~ Lembaran Negara Nomor 38900);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lemnbaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844y);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembaran Negara
Nomor 5234},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peratiran Pemerintah Nomor 9 Tshun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Tahun
2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomeor 38 'Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemeriniahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737}

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah {Lembaran Negara Tahun 2007
Nomeor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negerl Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
O1/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuik Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomaor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegaw:ar Negeri Sipil;

14, Peraturan Daerah Kota Padasnhg Nomor 04 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lemburan
Daerah Tahun 2008 Nomuor 04);

13. Peraturan Daerah Kota Fadang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Dacrah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAR I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kota Padang;

2. Walikota adalah Walilkota Padang;

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energl Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perlambangan
dan fnergl Kota Padang;

Sekretarat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertambangan dan Knergi:
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Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdaganpgan,
Pertambangan dan Energi;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangsn dan Energi;

Kepala Seksi adalah Kepala Scksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pertarnbangan dan Energi;

Industri, Perindustrian adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
undang Momor 5 Tahun 1984 tenilang Perindustrian:

Perdagangan adalah kegiatan jual bell harang atau jasa vang dilakukan secara
werus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jusa dengan
disertai imbalan atau kompensasi;

Pertambangun adalah scbagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kelenluan-ketentuan Pokolk Pertambangan;

Perlindungan Konsumen adalal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

[klim Usaha adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang
Nemor 3 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil:

Pembinaan dan Pengembangan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil:

lzin Usaha Industri adalah sebagaimana yang dimuksudkan dalam Peraturan
Dagerah Nomor 3 Tahun 2004;

Surat Izin Usaha Perdaganpan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah
sebagmmuana yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
3 Tahun 2004,

. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah sebagaimana

yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 lentang Wajib
Daftar Perusahaan;

FPBJ adalah Petugas Pengawas Barang dan Jasa;
FENE adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

BAEB 11
SUSTUNAN ORGANISAST
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertammbangan dan Encrei,
terdiri dari:
4. Kepala Dinas;

b.

Sckretariat, terdirl dari ;

1. Sub Bagian Umum,

2. Sub Bagian Keusngan;

Bidang Penndustrian, terdiri dari :

1. Zeksi Bina Usaha Industri;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.

Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;

4. Seksi Promosi dan Pendaftaran:

Bidang Pertembangan Energi, terdiri dari ;

1. Scksi Pertambangan:

2. Seksi Energi;

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa, terdiri dari ;
1. Seks: Pemlinaan dan Perlindungan Konsumen;
2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa.



BAB I
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(1} Kepala Dinas mempunyai tugas mclaksanalkan urusan di bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energl berdasarkan asas desentralisasi dan
tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1), Kepala
Dirtas mempunyai fungst .
a. merumuskan kebjakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan,
pertambangan dan energi;
b. menyelenggarakan pelayanan dalam bidang perindustrian, perdagangan,
pertambangsan dan energ;
c. melaksanakan koordinasi tugas pelayanan dalam bidang perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi;
d. memberikan pembinaan dan melaksanakan fugas dalem  bidang
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam bidang
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
melaksankan evaluasi dan monitoring pelaksanaan (ugas dalam bidang
perindustrnian, perdagangan, perlambangan dan energi;
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas:
h. pengguna anggaran dinas:
i
J

=

i. pengguna barang dinas; dan
. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesua;
denpgan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin coleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada d1 bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2} Bekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan orpanisasi di lingkungan Dinas
Penndustnan, Perdapangan, Pertambangan dan Energi dalam urusan umum,

perienghkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dolumentasi,
evaluasi dan pelaporan.
{3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (2),

Sekrelanat mempunya fungsi :

a. mcnyustin administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan
rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi,

b. menyusun anggaran, pembmaan organisast dan tata laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporan;

c. meningkatkan sumber daya manusia;

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian,
Perdaganpan, Pertambangan dan Energi; dan

e. melaksanakan lugas kedinasan lain yang dibenkan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Parapgraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretans.

Sub Bagian Umum mempunydai lugas membantu Sekretaris melaksanakan
urusan pengelolaan admimstrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan
dan perlengkapan dinas,

Penmjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :
& mengelola surat masuk dan surat keluar;

mengelola kearsipan;

mengelola administrasi Kepegawaian,;

melaksanakan urusan humas;

melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, poncatatan
penyimpanan, pendistribusian

melaksanakan urusan pemeliharaan /perawatan alat-alat kantor;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
h. melaksanaksan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Sub Bagian Keuanpan
Pasal 6

Sub Bagman Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas membantu Sekretaris melaksanakan
pengelolaan  administrasi keuangan vang meliputi poayusunan rencana
anggaran pendapatan dan  belanja  dinas, verifikasi, perbendaharaan,
pernyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

Penjabaran lupas Sub Bagian Keuvangan sebapairnana dimaksud pada ayat [&)

adalah :
a. menyusun program dan rencana keuanpan berdasarkan Ketentuan yang

berlalou;

h, menyelenggarskan pelaksansan administrast keuangan,

¢. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat
perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, surat perintah pembayaran langsunp paji dan tanjangan PNS serta
penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawahan;

e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menviapkan laporan
kewanpan;

f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesus dengan kelentuan
dan peraturan yang berlak,

g. menyusun Jlaporan bulanan, irtvulan dan tahunan keuangan sesum
ketentuan vang berlaku,

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
dan

i. melaksanakan tugas kedinasan loin yang diberikan oleh atasan sesug
denrgan tugas dan fungsinya.



{1]

(2]

(3)

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 7

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang dalam
mclaksanakan berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Dinas.

Hidang Perindusirian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memberikan bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia,
kelembagaan, komoditi/ produk, usaha, sarana dibidang Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat |2), Bidang
Perindustrian mempunysai fungsi :

a. menyusun program pembinaan;

melaksanakan kebyakan pembinaan industr;

melakukan koordimias: fkenasama pembinaan;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Peorindustrian;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.
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Parapgraf 1
Seksi Bina Usaha Industri
Pasal 8

(1) Seks: Bina Usaha Industrn dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

(2)

(3]

melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perindustrian.

Seksi DBina Usaha Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
FPerindustrian menyiapkan dan melaksanalkan kebijakan pembinaan industn,

Penjabaran lugsas pokok Seks: Bina Usahia Industn sebagmmana dimaksud

pada ayat (2] adalah :

a. menyiapkan dan menyusun rencana pembinaan mndustri;

h. melaksanakan kebjjnkan pembinasn osaha dan produks: indusin;

¢. melakukan koordinasi serta fasilitasi kemitraen usshe industni kecil,
menesngah dan besar;

d. mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kebijakan iklim usaha
imndusin yang kondusif;

e. menyiapkan pedoman dan peturjuk kerga yang berkaitan dengusn kegatan
industri;

f. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi kegiatan industri;

. melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan industri,

h. menyiapkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan
dengan kegiatan industri;

i. melakukan kcordinasi dengan wunit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatin;

j. memberikan bimbingan teknis pengembanpan usaha industri;

k. memasyarakatkan pemakaian Hak Atas Kekayaan Inielekiual dan standar
industri;

1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan schagai pertanggung jawabar;

m. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Scksi Bina [Usahs

Industri; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

denpgan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2
Beksi Sarana dan Prasarana Industri
Pasal G

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh secorang Kepala Seksi yvang

(<)

(2]

(1]

(2]

(:3)

{1]

dalam melaksanakan berads dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perindustrian.

Seksl Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tupas membantu Kepala
Bidang Perindustrian mempersiapkan bahan pembinasan peningkatan sarana
dan pengembangan usaha industd, melaksanalkan kebhjakan pembinaan dan
melakukan pelayanan perizinan industri.

Penjabaran lugas pokck Scksi Sarana dan Prasarana Industrd sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

4. menylapkan dan menyusun bahan rencana peningkatan sarana prasarana
industr;

b. melaksanakan pembinaan ascsiasi, kelembagaan atau industri;

¢, melakukan penataan dan bimbingan kawasan/linglounpgan industri,

d. menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja yang herkaitan dengan
peningkatan sarana prasarana industri;

e. melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
keglatan,

f. melaksanakan penelitian dan kerjasama pengembangan serta fasilitasi
penerapen teknologi:

g- memberikan fasilitasi penerapan dan pengembuangan industri;

h. membuat evaluasi dan luporun pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan
Prasarana Industn; dan

1. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdaganpgan
Pasal 10

Bidang Perdagangan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yanpg dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan berianggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantii Kepala Dinas dalam

melaksaralkan bimbingan tcknis pembinaan sumber daya manusia,
kelembagaan, komoditi/ preduk, usaha, sarana perdagangan,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Bidang
Perdagangan mempunyai fungsi ;

8. menyusun program pembinaan:

. melaksanakan kebijakan pembinaan perdagangan;

melakukan koordinasi/kerjasama pembinaan;

membuat evaluast dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinva.

TR0 o

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Perdaganpgan
Pasal 11

Sekst Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang datam
melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perdapangan.



2)

(3]

(1)

(2)

Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyripkan, melaksanakan
kebijukan pembinaan perdagangan.

Penjabarun  tugas pokok Seksi Bina Usaha Perdegasngan sehagaimana
dimaksand pada ayat (2) adalah :

menytapkan dan menyusun rencana pembinaan;

melaksanakan kebijakan pembinaan usaha dan produksi perdaganpan;

melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan;

. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penyelenggaraan

serta penyajian informasi kelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan;

€. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penerbitan Surat
lzin Usaha Perdapangan;

i, melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyvidilk Pegawsi Negeri Sipil
Wajih Daftar Perusahaan;

g. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang ekspor
dan impor;

h, memfasilitasi pemberian bimbingan tcknis dan evaluasi di bidang
perdagangan lusr negeri;

1. melaksanakan pengumpulan dan pengelahan data yang berkaitan dengan
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajid Daftar Perusahaan;

j.» menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang Surat Izin Usaha
Ferdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan:

k. memyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksansan, penertiban
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan,

I. mempersiapkan, menyusun dan melaksunakan kebijakan iklim usaha
Perdagangan yang kondusif;

m. Tnembuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;

n. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan iugas Seksi Bina Usaha
Industri; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Seksi Promosi dan Pendafiaran
Pasal 12

Seksi Proemosl dan Pendaltaran dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepals Bidang
Perdagangan.

Seksi Promiesi dan Pendaftaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan
pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan promosi dan pendaftaran.

(3) Perguburan tupas pokok Seksi Promosi dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} adalah :
a. mengumpulkan data dan bahan tentang potensi produk dan jasa;

. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan peningkatan sarana
PrasarsriA promosi;

c. menyiapkan bahan promosi dalam rangka meningkatkan penggunaan
produksi dalam negeri;

d. menganalisa data mengenai perkembangan usaha para pengussha yang
telah mengikutl promost dagang delam dan luar negeri;

e, menyusun dan menyebarluaskan informasi mengenai promosi dagang di

dalam dan luar negeri;
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi di dalam dan luar

negeri;



menberikan informasi pasar dalam dan luar negeri pada dunia usaha;

. menylapkan pedoman dan petunjuk kerja yang berkaitan dengan perluasan

pasar;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegialun jasa bisnis dan jasa
distrmbusi;

memberikan pembinaan dan penpawasan, monitoring dan evaluasi serta
pemberian izin dan rekomendasi barang kategori dalam pengawasan;
memberikan pembinaan dan pengawasan pemberian izin dan rekomerndasi
skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan;

memberikan pembitaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggarasn
pasar lclang;

memberikan pembinaan komoditas dalam rangks memperoleh akses
pembiayaan resi gudang;

melakukan koordinasi dengan unit kega terkait dalam pelaksanaan
kepiatan;

membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagal pertanggung jawaban;
membuat evaluasi dan laporan pelaksananan tugas Seksi Promosi dan
Fendaftaran; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimsa
Bidang PerHndungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Jasa
Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tigasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(2)

13)

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai
tugas mempersiapkan, melaksanakan kebjjakan perindunpan konsumen dan
pengawasan harang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang
Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa mempunyai fungsi

.

b.

5 @

menyusun rencana dan pelaksena kebijakan perlindungan konsumen dan

pengawasan barang jasa.

mengkoordinir pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan
barang jasa;

melakukan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan konsumen dan
pengawasan barang jasa;

. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wajib Daftar Perusahaan;

mengkoordinil pengawasan dan pengendalian sembako dan barang atrategis,
melakoksn  koordmasi/pembinaan lembaga  perlindungan konsumen
swadaya masyarskat:

mengkoordinir dan pengawasan pelaksanaan kemetrologian;

. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan

Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa; dan
melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberiken oleh atasan sesuat

dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Perlindungan Eonsumen
Pasal 14

{1) Seksi Pembinaan dan Perlindunpan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala
Seles1 yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang
Jass.

{2) Sekst Pembinaan dan  Perlindungan Konsumen mempunyal tugas
mempersiapkan, melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen.

{(3) Penjabaran tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen sebsagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. mempersiapkan rencana kebijekan  pembinaan  dan  perlindungan

konsumen;

b, melaksanakan kebijakan pembinaan dan perlindungan konsumen;

¢. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen;
d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan motvator dan mediator
Perlindungan Konsumen:

e. membuat evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

f. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawal Negeri Sipil
Wajib Daftar Perusahaan;

g. melakukan pendaftaran pengendalian dan pengawasan terhadap lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

h. melakukan OSosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen;
1. memfasilitast Pengaduan konsumen untuk ditindak lanjutt ke Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen;

j- melakukan kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengleta Konsumen

dadam penyelesatan sengketa konsumen,

k. membuat laporan pelaksanaan tugas sebapal pertanggung jawaban;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan
Perlindungan Konsumen; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai

denpgan lugas dan ungsinya.

[a—

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
Pasal 15

(1) Seksi Pengawasan Barang dan Jasa dipiunpin oleh seorang Kepala Seksi vang
dalam melaksanalkan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Jasa.

[2) Seksi Pengawasan Barung dan Jasa mempunyai lugas mempersiapkan,
melaksanalean kebijakan Pengawasan Barang dan Jasa.

(3} Penjabaran tugas Seksi Pengawasan Barang dan Jasa scbagaimana yang
dimuksud pada ayat (2) adalah :
a. mempersiapkan, melaksanakan kebijakan pengawasan barang dan jasa;
b. melakukan pengawasan/monitoring barang dan jasa yang beredar di
pasaran bersama bidang/bagian serta SKPD terkait serta penegakan
hukum,;



(1)

2)

(3]

(1}

¢. melakukan pengawasan/monitoring penyaluran/distribusi barang dan jasa
kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

d. melaksanakan menitoring perkembangan harga kebutuhan pokok, penting

dan strategis;

€. melaksanakan Operasi Pasar/Stabilisasi sesuai perintah dan petunjuk

alasan;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan monitoring evaluasi kegiatan

peningkatan preduksi dalam negers;

g memberikan sosialisasi kebijakan pengawasan barang dan jasa yang

beredar;

h. melakukan pembinaan dan pemberdavaan pengawasan barang dan jasa;

1. melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannyva;
melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum;
memantau industrt dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan,
keselamatan umum dan keschatan lingkungan dan moral ;
melakiikan pengawasan, pengadaan dan penyahiran garam beryodium;

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban;
membuat evaluasi dan laporan pelaksaznaan tupas Seksi Pengawasan
Barang dan Jasa; dan

o. melaksanalkan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

o
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Bagian Keenam
Bidang Pertambangan Dan Energl
Pasal 16

Bidang Pertambangan dan Enecrgi dipitnpin olech seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

Bidang Pertambangan dan Enecrgl mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
mempersiapkan, melaksanakan kebyakan serta pelavanan perizinan
pengusahaan pertambangan dan energi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pertambangan dan Energr mempunyai fungsi :

A. menyusun rencang Kebijakan pembinaan, penelitian dan pengembarpan
pertambangan dan encrg;

b. melaksanakan kebijakan program pemerintah di bidang pertambangan dan
ETIETE];

c. mclaksanakan koordinasi dalam bidang pertambangan dan energi,

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

derngan tugas dan fungsinya.

o

Paragraf 1
Seksi Pertambangan
Pasal 17

Scksi Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnva herada dibawah dan bertanggung jawab kepgda
Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.



——
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(3)

(1)

2)

(3)

Seksi  Pertambangan mempunyal tugas mempersiapkan, melaksanakan
kebijjakan serta pelayanan perizinan di bidang pertambangan,

Penjabaran tugas Scksi Pertambangan sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
adalah ¢

a mempersiapkan rencana kebijakan di bidang pertambangan;

b. melakukan pengelolaan air bawah tanah;

c. melakukan inventarisasi sumber daya energl dan sumber daya mineral;

d. melaksanakun survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau
sama dengan 1 ¢ 50,000;

e. melaksanakan pengelolaan kawasan Kars!

f. melakukan penanggulangan bencans alam geologi;

g. melakukan pengelolaan pelaysnan perizinan d4i bidang pertambangan

umum (termasuk wilayah kota dan wilayah laut sampai 4 mil);

h. melakukan pembinaan dan pcagawasan  terhadap  pengelolaan
pengusahaan pertambangan umum,

1. menylapkan rekomendasifpersetujuan fijin non inli;

j» melaksanakan evaluasi dan persetujuan  serta pelaporan  bidang
pertambangan dan energ;

k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertambangan;
dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesusi
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Energi
Pasal 18

Seksi Energi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dualam melaksanakan
berada dibawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan
dan Enecrgi.

Seksi Energi mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan kebijakan dan
melakukan pelayanan perijinan di bidang energ,

Penjabaran tugas Scksi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

a. mempersiapkan rencana kebiyjakan di bidang energ;

b. mengeluarkan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau
Wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minvak dan
a3 bumi:

¢. mengeluarkan relkomendasl prosedur pengpunaan kawasan hutan untuk
minyak dan gas bumi;

d. menyusun rencana umum ketenagalistrikan dacrah kota;

e. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang
kecuali vang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur,
kensultan dan teknolog tingei;

I. melalkukan penegalian hukum dun pengawasan di bidang ketenagalistrilkan
di daerah;

g. menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan
Energl;

h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanpgpungjawaban;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekst Energ; dan

J- melaksanakan lugas kedinasan Luan yang diberikan oleh atasan sesugi
dengan tuges dan fungsinya.

—-
[



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Wahkota mm mulal berlaku, maka Peraturan Waliketa Padang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Berita Daerah Tahun 2008
Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlalau.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Bernta Daerah Kola Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2% Dexmébec 2v1

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Jtstmber 90N

SEKRETARIS OTA PADANG

H. 8Y BASYIR, SH
Peribina Utama Muda
NIP.19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR (!



